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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan  

Tujuan pelaporan keuangan SKPD adalah menyajikan informasi yang berguna 

untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas 

pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: 

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, 

dan ekuitas pemerintah; 

b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah; 

c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya ekonomi; 

d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya; 

e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 

f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan 

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya 

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai : 

a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai 

dengan anggaran; dan 

b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan 

ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD. 

 

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan  

Dasar hukum penyusunan laporan Keuangan adalah sebagai  berikut : 

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400);  

d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438 ); 
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e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

g) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502); 

h) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

i) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576); 

j) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

k) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

n) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 

Kabupaten Demak;  

o) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

p) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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q) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 

Anggaran 2023. 

r) Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

s) Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak; 

t) Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Demak; 

u) Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan 

Barang Milik Daerah Kabupaten Demak; 

v) Peraturan Bupati Demak Nomor 60 tahun 2022 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak 

Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah dibuah bberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Bupati Demak Nomor 60 tahun 2022 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023; 

 

 

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD 

 

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan 

Kesbangpol Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut : 

 

BAB I    :    PENDAHULUAN 

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 

1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan. 
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BAB II  :  IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN  

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut 

bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan 

efisiensi. 

 

BAB III  :  KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

BAB V   :    PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

5.1 Laporan Realisasi Anggaran  

5.2 Laporan Operasional 

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas 

5.4 Neraca 

 

BAB VI :   PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON 

KEUANGAN 

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan 

dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan  

 

BAB VII : PENUTUP 

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan. 
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BAB II 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD 

 

 

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD 

Badan Kesbangpol pada tahun anggaran 2024 melaksanakan urusan 

Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan capaian 

kinerja sebagai berikut : 

 

KODE 

REK 
URUSAN ANGGARAN REALISASI % 

      

8.01.01 Kesatuan Bangsa dan 

Politik 

50.601.910.300 50.307.765.231 99,24 

     

 

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah 

ditetapkan 

Dalam melaksanakan urusan wajib di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 

selama tahun 2024, Badan Kesbangpol mampu melaksanakannya dengan 

optimal walaupun begitu ada permasalahan/kendala-kendala dalam 

pelaksanaan diantaranya : 

a. Masih terjadinya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di 

masyarakat. 

b. Masih adanya peredaran minuman keras dan narkoba di masyarakat. 

c. Kurangnya jumlah personil dan kemampuan personil dalam kewaspadaan 

dini dan cegah dini (Intelejen). 

d. Masih adanya potensi konflik terutama bidang pertanahan yaitu ganti 

untung tanah pembangunan jalan tol. 

 

Dari beberapa permasalahan/kendala dilakukan solusi sebagai berikut : 

a. Melaksanakan koordinasi secara komprehensif dengan Instansi terkait; 

b. Optimalisasi kegiatan monitoring dan pemantauan ke wilayah-wilayah dan 

dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan; 

c. Memaksimalkan personil dan kemampuan intelejen personil yang ada; 
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BAB III 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan 

Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerntah Kabupaten 

Demak sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 14 

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerntah Kabupaten Demak, penyajian 

laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak adalah berbasis akrual. 

 

3.1 ENTITAS PELAPORAN 

1. Entitas pelaporan unit Pemerintahan daerah yang menurut Peraturan 

Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan dalam hal 

ini adalah Badan Kesbangpol Kabupaten Demak. Laporan Keuangan 

tersebut berupa  : 

- Laporan Realisasi anggaran 

- Neraca 

- Laporan Operasional 

- Laporan Perubahan Ekuitas 

- Catatan atas Laporan Keuangan 

2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / 

pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi 

dan menyusun laporan keuangan. 

 

3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI LAPORAN KEUANGAN 

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan 

Kesbangpol Kabupaten Demak adalah basis Akrual. Basis Akrual untuk 

laporan Keuangan berarti bahwa beban, asset, kewajiban dan ekuitas dana 

diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau 

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah 

Kabupaten Demak tersebut telah selesai dengan Kerangka Konseptual 

Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

 

3.3 KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif 

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi 
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tujuannya. Agar laporan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki maka 

harus memenuhi prasyarat normatif yaitu : 

 

1. Relevan; 

2. Andal; 

3. Dapat dibandingkan; 

4. Dapat dipahami 
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BAB IV 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD 

 

 

4.1 Laporan Realisasi Anggaran 

4.1.1 Pendapatan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain 

Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 

2024.  

Badan Kesbangpol selama tahun 2024 tidak mengelola 

Pendapatan Asli Daerah. 

 

4.1.2 Belanja 

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah yang dikelola Badan 

Kesbangpol untuk periode Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan jenis 

pengelompokannya yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran 

dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

a  Belanja Operasi 

Belanja Operasi Badan Kesbangpol meliputi Belanja Pegawai, Belanja 

Barang / jasa dan Belanja Hibah, dengan anggaran dan realisasi TA 2024 

sebagai berikut : 

 

Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp. 50.535.364.300,00 dan 

terealisasi sebesar Rp. 50.241.765.231,00 atau 99,42%. Mengalami 

kenaikan bila dibanding realisasi tahun 2023 dikarenakan tahun 2024 

terdapat belanja hibah untuk KPU dan BAWASLU dalam rangka 

plaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 sebesar 60% dari total Hibah 

dan juga untuk Polres dan Kodim 0716 Demak, selain hibah untuk ormas. 

Rincian Belanja operasi adalah sebagai berikut : 

 

2023

 ANGGARAN  REALISASI  REALISASI 

(Rp)  (Rp) (Rp) 

1 Belanja Pegawai 2.562.268.400,00 2.403.966.879,00 93,82 1.774.551.300,00

2 Belanja Barang dan Jasa 5.304.047.800,00 5.168.750.252,00 97,45 3.026.780.924,00

3 Belanja Hibah 42.669.048.100,00 42.669.048.100,00 100,00 25.482.912.700,00

50.535.364.300,00 50.241.765.231,00 99,42 30.284.244.924,00Jumlah Belanja Operasi

No URAIAN

2024

 %  

BELANJA OPERASI

2023

 ANGGARAN  REALISASI  REALISASI 

 (Rp) (Rp) (Rp) 

50.601.910.300,00 50.307.765.231,00 99,42 6.337.134.465,00

1  Belanja Operasi 50.535.364.300,00 50.241.765.231,00 99,42 32.962.640.680,00

2  Belanja Modal 66.546.000,00 66.000.000,00 99,18 305.379.000,00

No URAIAN

2024

 % 

BELANJA DAERAH
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1. Belanja Pegawai 

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai untuk periode 1 Januari 

2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang meliputi gaji dan 

tunjangan Pergawai, honorarium PNS/Non PNS, uang lembur dan 

tambahan penghasilan PNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 1.372.491.200,00 dan 

terealisasi sebesar Rp. 1.280.004.691,00 atau 93,26%. Mengalami 

kenaikan dikarenakan adanya kenaikan gaji sebesar 8% dan merapel 

tunjangan fungsional ahli muda hasil penyetaraan, selain adanya 

tambahan ASN berupa 3 orang PPPK 

 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Berbeda dengan akuan belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 yang 

terdiri dari beberapa rincian belanja, Akun ini menggambarkan Belanja 

Barang untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 

2024 yang meliputi belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja 

Pemeliharaan, Belanja Perjalanan dan Belanja Uang dan Jasa untuk 

diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebagai berikut : 

 Belanja barang/jasa Tahun anggaran 2024 dianggarkan  

sebesar Rp. 5.304.047.800,00 dan direalisasikan sebesar Rp  

5.168.650.252,00 atau 97,45%.   

 

3. Belanja Hibah 

Pada tahun 2023 Badan Kesbangpol mengelola hibah berupa hibah 

kepada Ormas dan Hibah kepada Parpol selain itu juga hibah kepada 

KPU dan Bawaslu serta Polres dan Kodim dalam rangka pelaksanaan 

pemilukada tahun 2024, khusus untuk KPU dan Bawaslu hibah 

diberikan dalam 2 tahap, tahap I tahun 2023 sebesar 40% sedangkan 

ANGGARAN REALISASI %

1 Belanja Barang              2.028.918.750            1.938.467.150 95,54                       1.794.728.060 

2 Belanja Jasa              2.090.349.050            2.058.885.853 98,49                       1.934.698.572 

3 Belanja Pemeliharaan                   44.168.000                 43.073.387 97,52                            25.579.050 

4 Belanja Perjalanan Dinas                 441.237.000               429.698.862 97,39                          654.920.998 

5

Belanja Uang dan Jasa untuk diberikan kepada 

pihak ketiga/masyarakat                 699.375.000               698.625.000 99,89                       1.295.250.000 

JUMLAH 5.304.047.800            5.168.750.252           97,45       5.705.176.680                

NO Uraian
2024

REALISASI 2023

ANGGARAN REALISASI %

1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN       1.372.491.200,00 1.280.004.691,00         93,26 917.202.060,00

2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.147.177.200,00 1.081.362.188,00         94,26 836.249.240,00

3 Tambahan Penghasilan berdasarkan 

Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 42.600.000,00           42.600.000,00           

      100,00 

21.100.000,00           

5

Jumlah 2.562.268.400,00     2.403.966.879,00             93,82 1.774.551.300,00     

NO Uraian
2024

REALISASI 2023
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Tahun 2024 sebesar 60% dari total hibah yang disetujui sudah 

ditranfer ke, rician hibah sebagai berikut : 

 

b. Belanja Modal 

Belanja Modal Badan Kesbangpol meliputi Belanja Tanah, Belanja 

Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, 

Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya 

dengan anggaran dan realisasi TA 2023 sebagai berikut: 

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 66.800.000,00 dan terealisasi 

sebesar Rp 66.000.000,00 atau sebesar 98,80%. Mengalami penurunan 

bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, dikarenakan 

keterbatasan anggaran, dan juga tidak ada rekomendasi yang perlu 

ditindaklanjuti. 

 

1. Belanja Modal Tanah 

Badan Kesbangpol tidak menganggarkan pengadaan tanah. 

 

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Akun ini menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode 

1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang meliputi Alat-

alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat 

kantor/rumah tangga, alat studio/komunikasi, alat kesehatan dan 

laboratorium 

Badan Kesbangpol menganggarkan pengadaan Peralatan dan Mesin 

sebesar 66.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 66.000.000,00 

dengan rincian sebagai berikut : 

 Laptop 3 unit Rp. 48.300.000,00 

 AC Split 3 Unit Rp. 17.700.000,00 

2023

 ANGGARAN  REALISASI  REALISASI 

 (Rp)  (Rp) (Rp) 

1 BM Tanah 0,00 0,00 0,00% 0,00
2 BM  Peralatan dan Mesin 66.800.000,00 66.000.000,00 98,80% 215.802.000,00
3 BM Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00% 0,00
4 BM Jalan.Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 0,00% 0,00
5 BM Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00% 89.577.000,00
6 BM  Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00% 0,00

66.800.000,00 66.000.000,00 98,80% 305.379.000,00Jumlah Belanja Modal 

No  URAIAN 

2024

 %  

BELANJA MODAL 

ANGGARAN REALISASI %

1

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat 

Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan            38.475.137.400              38.475.137.400 100,00     

2
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia              2.600.000.000                2.600.000.000 100,00     

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik              1.593.910.700                1.593.910.700 100,00     

JUMLAH 42.669.048.100          42.669.048.100            100,00     

NO Uraian
2024
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3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Badan Kesbangpol tidak menganggarkan pengadaan Gedung dan 

Bangunan. 

 

4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan 

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi 

dan Jaringan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 

Desember 2024 yang meliputi Jalan, Jembatan, Irigasi/ jaringan, 

Instalasi dan penerangan jalan. 

Badan Kesbangpol tidak menganggarkan pengadaan Jalan, Irigasi, 

dan Jaringan. 

 

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

Akun ini menggambarkan Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap 

Lainnya untuk  periode   1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 

2024. Belanja Aset Tetap Lainnya meliputi belanja buku perpustakaan, 

barang bercorak kesenian, hewan, ternak dan tanaman. 

Badan Kesbangpol menganggarkan pengadaan Aset Tetap Lainnya 

berupa pengadaan sofware Aplikasi Silayarmas Rp. 89.577.000,00. 

 

6. Belanja Modal Aset Lainnya 

Akun ini merupakan gambaran Anggaran dan Realisasi Belanja Aset 

Lainnya untuk  periode   1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 

2023.  

Badan Kesbangpol tidak menganggarkan pengadaan Aset Tetap 

Lainnya. 

 

Dari anggaran belanja sebesar Rp. 50.601.910.300.00 dapat terealisasi 

sebesar Rp. 50.307.765.231.00 atau sebesar 99,42% dan tidak terdapat 

kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan /tidak dapat diselesaikan, sisa 

nggaran/Silpa murni merupakan efisiensi anggaran :  

 

c. Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama 

Selain mengelola APBD, Badan Kesbangpol tidak mengelola Dana Tugas 

Pembantuan dan Urusan bersama. 

 

 

 

NO PROGRAM / KEGIATAN  ANGGARAN  REALISASI 
 SISA 

ANGGARAN 
 %  ALASAN TIDAK TEREALISASI 

 SUMBER 

DANA 

JUMLAH

N  I  H  I  L
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4.2 Laporan Operasional 

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, 

surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non 

operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan 

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara 

komparatif 

 

 

4.2.1 Pendapatan (LO) 

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain 

Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 

2024.  

Badan Kesbangpol selama tahun 2024 tidak mengelola 

Pendapatan Asli Daerah. 

 

4.2.2 Beban 

a. Beban Pegawai 

Akun ini menggambarkan Beban Pegawai selama periode tahun 

2024 yang meliputi gaji dan tunjangan Pergawai, tambahan 

penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif, dengan tanpa 

memperhitungkan rapel gaji / tunjangan tahun sebelumnya. 

Terhadap belanja pegawai yang dikeluarkan Badan Kesbangpol 

tidak terdapat belanja Pegawai yang dikapitalisasi kedalam nilai 

asset tetap. 

Beban Pegawai periode tahun 2024 sebesar Rp. 2.403.966.879,00 

yaitu : 

 Beban gaji, Tunjangan ASN  Rp.  1.280.004.691,00  

 Beban Tabahan Penghasilan ASN Rp. 1.081.362.188,00 

 Beban Tambahan Penghasilan Rp. 42.600.000,00 

 

b. Beban Barang dan Jasa 

1. Beban Barang (Habis Pakai) 

Beban barang habis pakai memuat akun belanja yang bisa 

menjadi barang persediaan. tahun 2024 tercatat anggaran 

sebesar Rp. 2.028.918.750.00 dan teralisasi sebesar Rp. 

1.938.467.150.00. 

Pada awal tahun 2023 tercatat persediaan yang berupa Alat Tulis 

Kantor dan Barang cetakan sebesar Rp. 2.112.500,- dengan 

perincian 

 Persediaan akhir ATK : Rp. 95.000,00 

 Kertas dan cover : Rp. 282.500,00 

 Persediaan Akhir Barang Cetakan : Rp.  1.140.000,00 

 Bahan Komputer : Rp. 595.000,00 

 Jumlah : Rp.  2.112.500,00 
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Sedangkan pada akhir tahun 2024 terdapat sisa barang dari ATK 

dan Barang Cetakan yang menjadi persediaan tahun 2024 

sebesar Rp. 2.112.500 dengan perincian 

 Persediaan akhir ATK : Rp. 348.600,00 

 Kertas dan cover : Rp. 875.000,00 

 Bahan Komputer : Rp. 345.000,00 

 Bahan Kegiatan kantor lainnya : Rp. 295.000,00 

 Jumlah : Rp.  1.863.600,00 

 

Sehingga beban Barang (habis Pakai) sebesar  

 Realisasi Anggaran : Rp. 1.938.467.150.00 

 Persediaan awal  : Rp. 2.112.500,00 

Ditambah  Rp. 1.940.579.650,0

0  

 Persediaan akhir  : Rp. 1.863.600,00 

Dikurangi  Rp. 1.938.716.050,00 

Dari realisasi belanja tidak ada barang yang dikapitalisasi 

kedalam aset tetap sehingga beban barang pakai habis menjadi 

sebesar Rp. 1.938.716.050,00 

 

2. Beban Jasa 

Belanja Jasa tahun 2024 diangggarkan sebesar Rp. 

2.090.349.050.00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.058.885.853.00.  

Badan Kesbangpol mencatat utang beban 2024 berupa tagihan 

telephon bulan Desember yang dibayar dibulan Januari 2025 

sebesar Rp. 767.907.00 sedangkan beban 2024 berupa beban 

telephon sebesar Rp. 767.517,00. 

Selain utang beban, Badan Kesbangpol juga mencatat beban 

dibayar dimuka yaitu pembayaran asuransi kendaraan dinas roda 

4 yaitu Nopol H-41E dan H-30-E dengan total anggaran sebesar 

Rp. 9.221.933,00 dengan masa pertanggungan 1 Mei 2024 s.d 1 

Mei 2025 sehingga didapat beban dibayar dimuka sebesar Rp. 

3.073.980,00  

Tahun 2023 kesbangpol juga mencatat beban dibayar dimuka 

yang menjadi beban tahun 2024 dari asuransi kendaran dinas 

sebesar Rp. 3.319.150,00 

 Realisasi 

Anggaran : Rp. 2.058.885.853.0

0 

 Beban telp 2024 yg dibayar 2025 : Rp. 767.907,00 

 Beban Asuransi kendaraan tahun 2024 : Rp. 3.319.150.00   

Jumlah 

A  Rp. 2.062.972.910,0

0 



Laporan Keuangan Kesbangpol Tahun 2024  15  

Tambahan beban jasa berupa barang yang masuk ke ekstrakom 

berupa mebel sejumlah 15.000.000,- sehingga total keseluruhan 

beban menjadi Rp. 1.954.187.639,- 

 Utang beban telephon 2023  : Rp. 767.517.00 

 Beban dibayar dimuka kendaraan : Rp. 3.073.978,00 

Jumlah B  Rp. 3.841.495,00 

 

Total Beban Jasa tahun 2023 adalah A-B atau sebesar  Rp. 

2.059.131.415,00 

 

3. Beban Pemeliharaan 

Badan Kesbangpol membayar belanja pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin pada tahun 2024 sebesar Rp. 43.073.387,00 

sedangkan yang digunakan untuk membayar utang beban 

pemeliharaan tahun 2023 (sebelumnya) sebesar Rp.00,- dan 

tidak terdapat belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi kedalam 

aset tetap sebesar Rp. 0,- sehingga Beban pemeliharaan pada 

tahun 2024 sebesar Rp. 43.073.387,00 

 

4. Beban Perjalanan Dinas 

Badan Kesbangpol membayar belanja perjalanan dinas pada 

tahun 2024 sebesar Rp. 429.698.862,00 sedangkan yang 

digunakan untuk membayar utang perjalanan dinas tahun 2023 

(sebelumnya) sebesar Rp.0,- dan tidak terdapat belanja 

perjalanan dinas yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, 

sehingga Beban perjalanan dinas pada tahun 2024 sebesar Rp. 

429.698.862,00 

 

c. Beban Hibah 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hibah 

dikelola oleh Perangkat Daerah dan tidak lagi di PPKD sehingga 

mulai Tahun 2024 Badan Kesbangpol mempunyai beban hibah. 

Tahun 2024 Badan Kesbangpol menyalurkan hibah sebesar Rp. 

42.669.048.100,00. Hibah tersebut diberikan kepada 

1. Hibah Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mempunyai 

wakil di DPRD Kab. Demak sebanyak 8 Partai, dengan total 

sebesar Rp. 1.593.910.700,00 

2. Hibah Untuk KPU Rp. 28.408.140.000 dan Bawaslu Rp. 

6.250.376.400. 

3. Hibah Untuk Kodim 0716 sebesar Rp. 500.000.000 

4. Hibah Untuk Polres Demak sebesar Rp. 2. 916.621.000 
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5. Hibah uang kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

Kabupaten Demak sebesar Rp. 200.000.000,00 

6. Hibah uang kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten 

Demak sebesar Rp. 200.000.000,00 

7. Hibah uang kepada PCNU Kabupaten Demak sebesar 

Rp.1.750.000.000 

8. Hibah uang kepada PD Muhamadiyah Kabupaten Demak 

sebesar Rp. 200.000.000,00 

9. Hibah uang kepada PD IPHI Kabupaten Demak sebesar Rp. 

100.000.000,00 

10. Hibah Uang Kepada IKA PMII Kabupaten Demak sebesar 

Rp.200.000.000,00 

11. Hibah uang kepada KAHMI Kabuaten Demak sebesar Rp. 

100.000.000,00 

12. Hibah uang kepada PD Salima Kabuaten Demak sebesar Rp. 

50.000.000,00 

Selain Hibah Uang kepada Ormas, Parpol dan KPU dan Bawaslu 

ada Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, pada tahun 2024 sebesar Rp. 

698.625.000,00. 

Sehingga total beban hibah sejumlah Rp. 43.367.673.100,- 

 

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat 

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat 

penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset 

bersangkutan/berlalunya waktu. Per. 31 Desember 2024 beban 

penyusutan terhadap asset tetap sebesar Rp 156.333.968,00 

 dan amortisasi terhadap asset tidak berwujud sebesar Rp. 

23.887.200,00, yang secara rinci disajikan dalam tabel berikut : 

e. Beban Lain-lain 

Pada tahun 2024 terdapat beban lain-lain sebesar Rp.0,- 

 

4.3 Laporan Perubahan Equitas 

Terdapat selisih antara Ekuitas Akhir dibandingkan dengan Ekuitas Awal 
ditambah Surplus/Defisit LO ditambah Koreksi Berdampak Ke Ekuitas sebesar 
Rp.33.268.019.680,00 sebagai berikut: 

No. Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 Tahun 2023

1 Penyusutan Aset tetap 156.333.968     147.189.809      

2 Amortisasi Aset Lainnya 23.887.200       5.971.800          

180.221.168     153.161.609      
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Ekuitas Awal  : 675.832.020,00 
Surplus/ defisit LO : (50.416.509.059,00) 

RK PPKD : 50.307.765.231,0 
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan 

Mendasar 

 00 

Koreksi Nilai Persediaan  00 

Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap  00 

Lain-Lain  00 
Ekuitas Akhir : 567.088.192,00 

Ekuitas tahun 2024 sebesar 567.088.192,00 mengalami penurunan bila 
dibandingkan ekuitas tahun 2023 yang sebesar 675.832.020,00 dikarenakan 
pembelian aset di trahun 2024 sangat sedikit bila dibandingkan dengan 
penyusutan aset. 

 

 

4.4 Neraca 

4.4.1 Aset 

Jumlah Aset sebesar Rp 569.531.568,75 terdiri dari Aset lancar sebesar 

Rp 6.613.049,75 Investasi Jangka panjang sebesar Rp 0,-  Aset Tetap 

sebesar Rp 497.228.719,00 serta Aset lainnya sebesar Rp 0,-  

sedangkan tahun 2023 jumlah total asset sebesar Rp 676.599.537,00 

mengalami penurunan sebesar Rp. 107.067.968,25 

 

a. Aset Lancar 

1) Kas dan Setara Kas 

Per. 31 Desember 2024 saldo kas di bendahara pengeluaran 

adalah sebesar Rp.0,- dimana sisa Uang Persediaan telah di 

setor ke kas daerah.  

2) Piutang 

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 

pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat 

dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya 

yang sah. 

Per. 31 Desember 2024 Saldo Badan Kesbangpol tidak terdapat 

Piutang  

 

3) Penyisihan Piutang 

Per. 31 Desember 2024 Badan Kesbangpol tidak terdapat 

Penyisihan Piutang baik berupa piutang pajak maupun piutang 

retribusi dan piutang lainnya 

 

4) Beban dibayar dimuka 

akun ini menjelaskan suatu transaksi pengeluaran kas untuk 

membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga 
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menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Per. 31 

Desember 2024 Badan Kesbangpol mencatat beban dibayar 

dimuka yaitu pembayaran asuransi kendaraan dinas H-30-E 

selama 4 bulan sebesar Rp. 1.629.311,00 dan asuransi 

kendaraan dinas H-41-E selama 4 bulan sebesar Rp. 

1.444.667,00.  

 

 

5) Persediaan 

Persediaan Per. 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp  

1.863.600,00 jika dibandingkan dengan persediaan Per. 31 

Desember 2022 sebesar Rp. 2.112.500,00 turun sebesar Rp. 

248.900,00 dengan rincian sebagai berikut : 

Per. 31 Desember 2024 Badan Kesbangpol telah melakukan 

opname fisik atas persediaan barang / bahan dengan rincian 

sebagai berikut : 

 

b. Aset Tetap  

No Jenis Persediaan Nama barang
Jumlah 

Unit

Harga / 

unit

Jumlah 

Harga

1 Alat Tulis Kantor Amplop Besar 2 29.000    58.000          

Hectneises / Isi Staples - Besar (No.24/6) 7 6.500      45.500          

Hectneises / Isi Staples - Kecil (No.10) 22 2.800      61.600          

Jepitan Kertas - Jepitan Kertas -2001 17.000    17.000          

Jepitan Kertas - Jepitan Kertas -2603 2.500      7.500            

Paper Clip Kecil 8 3.500      28.000          

Snelhechter - Plastik 20 4.000      80.000          

Stop map - Folio 47 1.000      47.000          

Tinta Stempel 1 4.000      4.000            

2 Kertas dan Cover Kertas HVS70gr-F4 5 60.000    300.000        

Kertas HVS70gr-A4 10 57.500    575.000        

3 Bahan Komputer Tinta refill printer 3 115.000  345.000        

4 Bahan Kegiatan Lain Map Gantung 1 295.000  295.000        

1.863.600     JUMLAH TOTAL

No Jenis Persediaan 2024 2023

1 Alat Tulis Kantor 348.600                      95.000                        

2 Kertas dan Cover 875.000                      282.500                      

3 Barang Cetakan -                                  1.140.000                   

4 Bahan Komputer 345.000                      595.000                      

5 Bahan Kegiatan Kantor Lainnya 295.000                      -                              

1.863.600                   2.112.500                   JUMLAH



Laporan Keuangan Kesbangpol Tahun 2024  19  

Saldo Aset Tetap Badan Kesbangpol Kabupaten Demak per 31 
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.  
3.097.179.196,00  dan Rp. 3.031.179.196,00,00 Adapun rincian 
asset tetap sebagai berikut : 

 

Tanah 

Badan Kesbangpol Per. 31 Desember 2024 mencatat aset tanah 

sebesar Rp. 0,00 

dibanding tahun 2023, tetap karena tidak ada penambahan 

maupun pengurangan terhadapaset tanah. 

 

1) Peralatan dan Mesin 

Per. 31 Desember 2024, Badan Kesbangpol membukukan Aset 

peralatan dan mesin sebesar Rp. 3.096.979.196,00 naik sebesar 

Rp. 66.000.000,00 jika dibandingkan dengan 2023 sebesar Rp. 

3.030.979.196,00 

Penambahan aset peralatan dan mesin bersumber dari 

pengadaan belanja modal sebesar Rp. 66.000.000,00  

penambahan dari kapitalisasi belanja pegawai sebesar Rp. 0,- 

penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar 

Rp. 0 penambahan dari hibah barang sebesar Rp. 0,-, 

penambahan karena mutasi dari SKPD lain sebesar Rp. 00 dan 

karena koreksi tambah sebesar Rp.  0,-. Sedangkan 

pengurangan atas aset peralatan dan mesin bersumber dari 

penghapusan Rp.00, pengurangan karena mutasi aset ke SKPD 

lain sebesar Rp.00 dan karena terdapat koreksi berupa barang 

menjadi barang ektrakom yaitu mebel sebesar Rp.,-. 

Saldo per 31/12/2023 0,00

Penambahan tahun 2024 0,00

Pengurangan tahun 2024 0,00

Saldo per 31/12/2024 0,00

Saldo per 31/12/2023 3.030.979.196,00

Penambahan tahun 2024 66.000.000,00

Pengurangan tahun 2024 0,00

Saldo per 31/12/2024 3.096.979.196,00

NO URAIAN PER 31/12/2024 PER 31/12/2023

1 Tanah 0,00 0,00

2 Peralatan dan Mesin 3.096.979.196,00 3.030.979.196,00

3 Gedung dan Bangunan 0,00 0,00

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 200.000,00 200.000,00

5 Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00

6 Konstruksi dalam Pengerjaan 0,00 0,00

JUMLAH 3.097.179.196,00 3.031.179.196,00
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Nilai aset peralatan dan mesin antara Neraca dan KIB tidak 

terdapat selisih atau sebesar Rp.0,00  

 
 

2) Gedung dan Bangunan 

Per. 31 Desember 2024, Badan Kesbangpol membukukan Aset 

gedung dan bangunan sebesar Rp. 0,00, jika dibandingkan 

dengan 2023 tetap sebesar Rp. 0,00. 

 

Penambahan aset bangunan dan gedung  bersumber dari 

pengadaan belanja modal sebesar Rp.0, penambahan dari 

kapitalisasi belanja pegawai sebesar Rp. 0, penambahan dari 

kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp.0, penambahan 

dari hibah barang sebesar Rp.0, penambahan karena mutasi dari 

SKPD lain sebesar Rp.0, dan karena koreksi sebesar Rp.0,. 

Sedangkan pengurangan atas aset bangunan dan gedung 

bersumber dari penghapusan Rp.0, pengurangan karena mutasi 

aset ke SKPD lain sebesar Rp.0,- karena terdapat koreksi 

sebesar Rp 0. 

Nilai aset bangunan dan gedung antara Neraca dan KIB terdapat 

selisih sebesar Rp.0,- karena terdapat Aset dalam KIB yang telah 

digolongkan dalam aset lain-lain karena dalam proses 

penghapusan sebesar Rp.0. 

 

 

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Per. 31 Desember 2024, Badan Kesbangpol membukukan Aset 

Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.200.000,-. Tidak ada 

kenaikan maupun penurunan jika dibandingkan dengan 2023. 

Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan bersumber dari 

pengadaan belanja modal sebesar Rp.0, penambahan dari 

kapitalisasi belanja pegawai Rp0, penambahan dari kapitalisasi 

belanja barang dan jasa sebesar Rp.0, penambahan dari hibah 

barang sebesar Rp.0, penambahan karena mutasi dari SKPD lain 

sebesar Rp.0, dan karena koreksi sebesar Rp. 0.000. Sedangkan 

pengurangan atas Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan bersumber 

Saldo per 31/12/2023 0,00

Penambahan tahun 2024 0,00

Pengurangan tahun 2024 0,00

Saldo per 31/12/2024 0,00

Saldo per 31/12/2023 200.000,00

Penambahan tahun 2024 0,00

Pengurangan tahun 2024 0,00

Saldo per 31/12/2024 200.000,00
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dari penghapusan Rp.0, pengurangan karena mutasi aset ke 

SKPD lain sebesar Rp.0, karena terdapat koreksi sebesar Rp .0. 

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan antara Neraca dan KIB 

terdapat selisih sebesar Rp.0 karena terdapat Aset dalam KIB 

yang telah digolongkan dalam aset lain-lain karena dalam proses 

penghapusan sebesar Rp.0. 

 
 

5) Aset Tetap Lainnya 

Per. 31 Desember 2024, Badan Kesbangpol membukukan Aset 

Tetap Lainnya sebesar Rp. 89.577.000,00,- dan tidak ada 

penambahan maupun pengapusan sebesar Rp.0,- atau jika 

dibandingkan dengan 2023 sebesar Rp.0 

 

Penambahan Aset Tetap Lainnya bersumber dari pengadaan 

belanja modal sebesar Rp. 00,-, penambahan dari kapitalisasi 

belanja pegawai sebesar Rp0, penambahan dari kapitalisasi 

belanja barang dan jasa sebesar Rp.0, penambahan dari hibah 

barang sebesar Rp.0, penambahan karena mutasi dari SKPD lain 

sebesar Rp.0, dan karena koreksi sebesar Rp0. Sedangkan 

pengurangan atas Aset Tetap Lainnya bersumber dari 

penghapusan Rp.0, pengurangan karena mutasi aset ke SKPD 

lain sebesar Rp.0 dan karena terdapat koreksi sebesar Rp 0. 

Nilai Aset Tetap Lainnya antara Neraca dan KIB terdapat selisih 

sebesar Rp.0 karena terdapat Aset dalam KIB yang telah 

digolongkan dalam aset lain-lain karena dalam proses 

penghapusan sebesar Rp.0 

 

 

3) Konstruksi dalam Pekerjaan 

Per. 31 Desember 2024, Badan Kesbangpol membukukan Aset 

Konstruksi dalam pekerjaan sebesar Rp.0 meningkat sebesar 

Rp.0 atau 0.% jika dibandingkan dengan 2023 sebesar Rp.0. 

Penambahan Aset Konstruksi dalam pekerjaan bersumber dari 

pengadaan belanja modal 0.yang belum selesai sebesar Rp.0, 

penambahan dari kapitalisasi belanja pegawai sebesar Rp.0, 

Saldo per 31/12/2023 89.577.000,00

Penambahan tahun 2024 0,00

Pengurangan tahun 2024 0,00

Saldo per 31/12/2024 89.577.000,00

Saldo per 31/12/2023 0,00

Penambahan tahun 2024 0,00

Pengurangan tahun 2024 0,00

Saldo per 31/12/2024 0,00
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penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar 

Rp.0, dan karena koreksi sebesar Rp.0. Sedangkan 

pengurangan atas Aset Konstruksi dalam pekerjaan bersumber 

dari pembangunan aset 0 telah selesai sebesar Rp.0, 

pengurangan karena mutasi penghapusan sebesar Rp.0 karena 

terdapat koreksi sebesar Rp 0. 

c. Akumulasi Penyusutan 

 

Akumulasi Penyusutan Per. 31 Desember 2024 sebesar Rp. 

2.443.616.509,00 secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut : 

 
 

d. Aset Lain 

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan/atau nilai realisasi 

bersih atas aset yang dimiliki/ dikuasai dan/ atau menjadi hak 

Uraian 

Masa 
manfaat 
(Tahun) 

Harga 
Perolehan 

Akumulasi 
Penyusutan 

s.d 2024 

Beban 
Penyusutan 

2024 

Akumulasi 
Penyusutan 

s.d 2023 

ASET TETAP          

Peralatan dan Mesin          

Alat Bantu 7 772.200.000 0 772.200.000 772.200.000 

Alat Angkutan Darat Bermotor 7 1.196.471.000  55.852.856 
1.026.299.333 

  
970.446.477  

Alat  Kantor  5 164.290.000  
23.898.000  

 
95.572.831  

 
71.674.831   

Alat Rumah Tangga 5 
456.854.100  

 
16.497.800  

 
388.764.534  

 
372.266.734 

Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 
70.120.002  

 

10.444.000  
 

53.169.668  
 

42.725.668 

Alat Studio 5 
53.520.000  

 
4.834.000  

 
38.573.499  

 
14.946.501  

 

Alat Komunikasi 5 4.250.000 0 
4.250.000  

 
4.250.000 

Komputer Unit 5 
287.648.344  

 
31.264.400  

 
171.864.861  

 
140.600.461 

Peralatan Komputer 5 
91.625.750  

 
13.542.912  

 
49.055.751  

 
35.512.839  

 

Gedung dan Bangunan          

Jalan, Irigasi, dan Jaringan          

Jaringan Telephon   200.000 0 200.000 200.000 

        

Jumlah  
3.096.979.196 

 
156.333.968 

 

2.599.950.4

77 
 

2.424.823.511 
 

NO URAIAN PER 31/12/2024 PER 31/12/2023

1 Tagihan Penjualan Angsuran

2

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian 

Keuangan Daerah

3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

4 Aset Tak Berwujud 89.577.000,00 89.577.000,00

5 Aset Lain-lain

Jumlah 89.577.000,00 89.577.000,00
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Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2024 dan 2023, 

yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok asset tetap 

Badan Kesbangpol mencatat Aset Tak Berwujud Per. 31 Desember 

2024 berupa : 

Badan Kesbangpol Per. 31 Desember 2024 mencatat aset lain-lain 

yang merupakan aset tetap yang termasuk dalam proses 

penghapusan sebesar Rp. 0,-  

 

e. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya 

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap 

dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi, 

berdasarkan Peratutan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 tentang 

Perubahan ketiga atas Perbup nomor 14 tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi, akumulasi amortisasi aset lainnya tahun 2024 

sebesar Rp. 23.887.200.  

 

4.4.2 Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah. Per. 31 Desember 2024 Badan Kesbangpol membukukan 

kewajiban sebagai berikut : 

 

a. Kewajiban Jangka Pendek 

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan 

jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Per. 31 Desember 

2024 Badan Kesbangpol membukukan kewajiban jangka pendek 

sebesar Rp. 767.907,- yang berupa utang beban atas biata telephon 

dengan rincian sebagai berikut: 

 

1) Utang PFK 

- Nihil 

2) Utang bunga 

- Nihil 

3) Pendapatan diterima dimuka 

1 Software Aplikasi 2023 1,00                  89.577.000,00            

2

JUMLAH 89.577.000,00         -                                  

NO Jenis / Nama Aset Jumlah Unit Harga Perolehan KeteranganSpesifikasi
Tahun 

pengadaan

NO. URAIAN PER 31/12/2024 PER 31/12/2023

1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00

2 Utang bunga 0,00 0,00

3 Pendapatan diterima dimuka 0,00 0,00

4 Utang beban 767.907,00 767.517,00

5 Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00

JUMLAH 767.907,00 767.517,00
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- Nihil 

4) Utang beban 

Utang beban pada Badan Kesbangpol terdiri dari : 

- Utang Beban Telephon sebesar Rp. 767.907,00 

5) Utang Jangka Pendek Lainnya : 

- Nihil  

 

b. Kewajiban Jangka Panjang 

Nihil 

  






































